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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

 

NOMOR  6 TAHUN 2011 

 

TENTANG 

 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL 

KABUPATEN SUMEDANG 

 

 

 
 

 

 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

 

2011 

 

 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 
 

 
 

NOMOR  6                                                                       TAHUN  2011 

==================================================== 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

 

NOMOR   6  TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL 

KABUPATEN SUMEDANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  SUMEDANG, 

 

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal 

Kabupaten Sumedang merupakan badan usaha 

milik daerah yang mempunyai tugas untuk 

mengelola dan memberikan pelayanan air minum 

bagi masyarakat; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 

Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah 

Air Minum Kabupaten Sumedang sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan dan keadaan, 

sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan 

Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten 

Sumedang; 
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Mengingat : 

 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2387); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3269); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3821); 
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  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4150); 

6. Undang-Undang Nomor  13 Tahun  2003  tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2003  Nomor  39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor 

4279); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286);  

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4377); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 
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  10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4843); 

13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

14. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4899); 
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  15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5038); 

16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5048); 

17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 

tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 
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  20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4855); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4761); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4858); 

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
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  25. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah 

Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman 

Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata 

Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada 

Perusahaan Daerah Air Minum; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Organ dan Kepegawaian 

Perusahaan Daerah Air Minum; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

30. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

dengan Partisipasi Masyarakat; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 

15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan 

Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumedang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 

19 Tahun 2003 Seri D); 
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  32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2006 Nomor 6 Seri E); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2008 Nomor 2); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 

Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk 

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);  

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 

Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3); 
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  37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 

13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Sumedang Tahun 2009-2013  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 12); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal 

Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Pihak 

Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2006 Nomor 13); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 

Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2009 Nomor 4); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 

Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan 

Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 6); 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG 

dan 

BUPATI SUMEDANG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

SUMEDANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH 

AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN 

SUMEDANG. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang. 

3. Bupati adalah Bupati Sumedang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang. 

5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal yang selanjutnya 

disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik 

Pemerintah Daerah. 

6. Direksi adalah Direksi PDAM. 

7. Direktur adalah Direktur PDAM. 

8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM. 

9. Pelaksana adalah Pejabat, Pegawai, Petugas dan setiap orang yang 

bekerja dalam organisasi PDAM yang bertugas melaksanakan 

tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan air minum. 

10. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air 

minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan. 

11. Air Minum adalah air minum produksi PDAM melalui proses 

pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat 

kesehatan dan dapat langsung diminum. 
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12. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 

10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau 

sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh 

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

sumber daya air. 

13. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang 

mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi 

dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi. 

14. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi 

dikurangi volume kehilangan air standar. 

15. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah 

kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m3) atau 

satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Bupati dan 

PDAM yang bersangkutan. 

16. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah 

dibanding Biaya Dasar. 

17. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan 

Biaya Dasar. 

18. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya 

Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi 

silang. 

19. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya berdasarkan 

kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan. 

20. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air 

terjual. 

21. Kerja sama adalah kesepakatan antara Direktur dengan pihak lain, 

yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. 

22. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan 

yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah. 
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23. Pipa Transmisi adalah pipa saluran air yang menghubungkan 

sumber air dengan penampungan air (Reservoir). 

24. Pipa Distribusi adalah pipa saluran air minum dari pipa transmisi ke 

pipa dinas. 

25. Pipa Dinas  adalah  seluruh  instalasi  perpipaan  yang 

menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air pelanggan. 

26. Meter  Air  adalah  alat  untuk  mengukur  volume  air  yang 

digunakan. 

27. Pipa  Persil  adalah  pipa air minum yang dipasang pelanggan 

setelah meter air. 

28. Segel Pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik 

untuk mencegah kerusakan meter air. 

29. Segel Dinas adalah segel yang dipasang pada meter air oleh 

Perusahaan Daerah untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh 

pelanggan. 

30. Perjanjian dengan Pelanggan adalah kesepakatan tertulis antara 

Perusahaan Daerah dengan Pelanggan yang berisi hak dan 

kewajiban dari masing-masing pihak, serta sanksi-sanksi yang 

timbul akibat dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian. 

31. Rekening Air adalah tagihan Perusahaan Daerah kepada pelanggan 

atas pemakaian air minum selama 1 (satu) periode tertentu dengan 

beban biaya tetap. 

32. Terminal  Air  adalah  sarana  untuk  menyediakan  air minum di 

lokasi yang belum terlayani jaringan perpipaan. 

33. Hydran  Air  adalah  kran  yang  dipasang  pada  jaringan  pipa 

distribusi yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi kebakaran. 

34. Kran Umum adalah sarana pelayanan air minum untuk daerah 

pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan 

mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas. 
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35. Dana Representasi adalah dana yang diberikan kepada Direktur 

dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan PDAM. 

36. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan 

kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan 

yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 

diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha 

milik daerah. 

37. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman  penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 

pelayanan sebagai  kewajiban  dan  janji  penyelenggara  kepada 

masyarakat  dalam  rangka  pelayanan  yang berkualitas,  cepat,  

mudah,  terjangkau,  dan terukur. 

38. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi 

keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar 

pelayanan.  

39. Sistem informasi pelayanan  air minum yang selanjutnya  disebut  

Sistem  Informasi  adalah rangkaian  kegiatan  yang  meliputi  

penyimpanan dan  pengelolaan  informasi  serta  mekanisme 

penyampaian  informasi dari PDAM kepada masyarakat  dan  

sebaliknya  dalam  bentuk  lisan, tulisan  Latin,  tulisan  dalam  

huruf  Braile,  bahasa gambar,  dan/atau  bahasa  lokal,  serta  

disajikan secara manual ataupun elektronik. 

 
 

BAB  II 

KEDUDUKAN, TUJUAN, TUGAS, FUNGSI, DAN LOGO 

 

Bagian Kesatu 

Kedudukan  

 

Pasal 2 
 

PDAM berkedudukan di Kabupaten Sumedang. 
 

 

14 

 

 

Bagian Kedua 

Tujuan  

 

Pasal 3 
 

Tujuan pendirian PDAM yaitu: 

a. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas 

dengan harga yang terjangkau; 

b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dengan 

PDAM; 

c. tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air 

minum; dan 

d. terwujudnya salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 

 

Bagian Ketiga 

Tugas  

 

Pasal 4 
 

PDAM memiliki tugas:  

a. melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan 

sebagian tugas Bupati dalam bidang pelayanan air minum kepada 

masyarakat; dan 

b. mengelola dan menyediakan jasa pelayanan air minum untuk 

kepentingan masyarakat. 
 

 

Bagian Keempat 

Fungsi 

  

Pasal 5 
 

Fungsi PDAM yaitu: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan air minum; 

b. penyelenggaraan penyediaan dan pengelolaan pelayanan air minum; 

dan 
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c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Bagian Kelima 

Logo 
 

Pasal 6 

 

Logo PDAM tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

BAB III 

ORGAN PDAM 
 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 7 
 

Organ PDAM terdiri dari: 

a. Bupati; 

b. Dewan Pengawas; dan 

c. Direksi. 

 

Bagian Kedua 

Pemilik 
 

Pasal 8 

 

(1) Bupati merupakan pemilik modal PDAM. 

(2) Bupati dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah untuk bertindak 

selaku kuasa pemilik. 

(3) Pemilik berwenang untuk mengundang Dewan Pengawas dan 

Direksi untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan PDAM. 
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Bagian Ketiga 

Dewan Pengawas 
 

Paragraf 1 

Pengangkatan 
 

Pasal 9 
 

(1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, 

profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh 

Bupati. 
 

(2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) 

tahun. 
 

(3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi 

syarat sebagai berikut : 

a.   bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b.   sehat jasmani dan rohani; 

c.   menguasai manajemen Perusahaan Daerah; 

d.   menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; 

e.   tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati /Wakil Bupati 

atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat 

ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk 

menantu dan ipar; 

f.   bertempat tinggal di wilayah pelayanan; 

g.   tidak pernah menjalani hukuman penjara berdasarkan Putusan 

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 

dan 

h.   melampirkan daftar harta kekayaan pribadi. 
 

(4) Seleksi anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Tim yang dibentuk 

oleh Bupati melalui fit and profer test. 
 

(5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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(6) Tata cara seleksi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 10 
 

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah 

pelanggan dengan ketentuan: 

a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai 

dengan 30.000; dan 

b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 

30.000. 

(2)  Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan 

efektivitas pengambilan keputusan. 

(3) Anggota  Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang 

Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati. 

 

Pasal 11 

 

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun 

dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

 

(2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan 

kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air 

minum kepada masyarakat. 
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Paragraf 2 

Tugas dan Wewenang 

 

Pasal 12 

 

Dewan Pengawas mempunyai tugas : 

a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap 

pengurusan dan pengelolaan PDAM; 

b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau 

tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain 

pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, 

rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan 

ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan 

atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan 

c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategi bisnis (business 

plan/corporate plan) dan rencana bisnis dan anggaran tahunan 

PDAM yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan 

pengesahan. 

 

Pasal 13 

 

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai  

wewenang : 

a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM; 

b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan 

Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati; 

c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan 

pengembangan PDAM; 

d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi 

dan pemberhentian Direktur kepada Bupati; dan 

e. memberikan persetujuan usulan penyesuaian dan peninjauan tarif 

yang disampaikan oleh direksi. 
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Pasal 14 

 

Dewan Pengawas berkewajiban membuat  laporan  terhadap  hasil 

pelaksanaan tugasnya  dan  memberikan  rekomendasi  untuk 

peningkatan kinerja Perusahaan Daerah, yang disampaikan kepada 

Pemilik setiap 1 (satu) tahun. 

 

Pasal 15 

 

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk 

sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan 

Pengawas. 

(2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada 

anggaran PDAM. 

(3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan 

PDAM. 

 

Paragraf 3 

Penghasilan dan Jasa Pengabdian 

 

Pasal 16 

 

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari: 

a. honorarium; dan 

b. Jasa Produksi. 

 

Pasal 17 
 

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa honorarium yang 

diterima setiap bulan. 
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Pasal 18 
 

(1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium 

sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur. 
 

(2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima 

honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji 

Direktur. 
 

(3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 

30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur. 

 

Pasal 19 

 

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas 

memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan 

berpedoman pada ketentuan Pasal 18. 

 

Pasal 20 

 

Besarnya honorarium dan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 dan Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan 

memperhatikan kemampuan PDAM. 

 

Pasal  21 

 

(1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 

ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM. 

(2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa 

jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat 

telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. 

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas 

dibagi masa jabatan dikalikan honorarium bulan terakhir. 
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Paragraf 4 

Pemberhentian 

 

Pasal 22 
 

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena : 

a. masa jabatannya berakhir; 

b. meninggal dunia. 
 

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena : 

a. permintaan sendiri; 

b. reorganisasi; 

c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir; 

d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun; 

e. tidak dapat melaksanakan tugas; 

f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; 

g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan 

kepentingan daerah atau negara; dan 

h. melakukan tindak pidana. 

 

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

Pasal 23 

 

(1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h 

diberhentikan sementara oleh Bupati. 

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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Pasal 24 

 

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati 

melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas 

untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau 

direhabilitasi. 

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal 

demi hukum. 

(3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota 

Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang jelas, yang 

bersangkutan dianggap menerima hasil rapat. 

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 ayat (2) huruf f dan huruf g oleh anggota Dewan Pengawas 

merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. 

Bagian Keempat 

Direksi 

 

Paragraf 1 

Jumlah Direksi 

 

Pasal 25 

 

(1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM 

dengan ketentuan: 

a.    1(satu) orang Direktur untuk jumlah pelanggan sampai dengan 

30.000; 

b.    paling banyak 3 (tiga) orang Direktur untuk jumlah pelanggan 

lebih dari 30.000. 
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(2) Penentuan jumlah Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas 

pengurusan dan pengelolaan PDAM. 

(3) Direktur yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, seorang diantaranya diangkat 

sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji 

kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap 

seluruh Direksi. 

(4) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 

4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa 

jabatan. 

 

Paragraf 1 

Pengangkatan 

 

Pasal 26 

 

(1) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas. 

 

(2) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat 

pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. 

 

(3) Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat 

pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. 

 

(4) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur 

paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. 

(5) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Direktur terbukti mampu 

meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum 

kepada masyarakat setiap tahun. 
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Pasal 27 

 

(1) Calon Direktur memenuhi persyaratan : 

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. sehat jasmani dan rohani; 

c. mempunyai pendidikan sarjana strata 1 (S-1); 

d. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang 

berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 

15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan 

berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan 

(referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; 

e.   bertempat tinggal dan mengenal wilayah pelayanan Kabupaten 

Sumedang;  

f.     lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar 

negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau 

ijazah; 

g. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi 

PDAM; 

h. bersedia bekerja penuh waktu; 

i.      tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati 

atau Dewan Pengawas atau Direktur lainnya sampai derajat 

ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu 

dan ipar; 

j.      lulus ujian kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh 

tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati; 

k.  tidak pernah dihukum dan/atau sedang dalam proses hukum; 

dan 

l.     melampirkan daftar harta kekayaan pribadi. 

 

(2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 

(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

 

 

 



25 

 

 

Pasal 28 

 

(1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni : 

a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga 

Pemerintah Pusat dan Daerah; 

b. anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha 

swasta; 

c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada 

PDAM; dan/atau 

d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

(2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara 

langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan pada PDAM. 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Wewenang 

 

Pasal 29 

 

Direktur mempunyai tugas : 

a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan 

seluruh kegiatan operasional PDAM; 

b. membina Pegawai;  

c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM; 

d. menyelenggarakan administrasi dan keuangan PDAM;  

e. menyusun rencana strategi bisnis 5 (lima) tahunan (business 

plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan 

Pengawas; 

f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran 

Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana 

strategi bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui 

Dewan Pengawas; dan 

g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM. 
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Pasal 30 

 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g terdiri dari 

laporan triwulan dan laporan tahunan. 

(2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 

laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan 

kepada Dewan Pengawas. 

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 

laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang 

ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan 

kepada Bupati dan DPRD. 

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 

paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku 

PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam 

waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. 

(5) Direktur menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa 

paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati. 

(6) Direktur atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan 

tahunan sebagaiman dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan 

alasannya secara tertulis. 

 

Pasal 31 

 

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

29 mempunyai wewenang : 

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan 

peraturan kepegawaian PDAM; 

b. mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan 

Persetujuan Dewan Pengawas; 

c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direktur; 

d. mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan; 
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e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili 

PDAM; 

f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;  

g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM 

berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan 

Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan 

melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati 

atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset 

PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 3 

Penunjukan Pejabat Sementara 

 

Pasal 32 

 

(1) Apabila pengangkatan Direktur baru masih dalam proses 

penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang 

lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat 

sementara. 

(2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 

paling lama 6 (enam) bulan. 

(4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. 
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Paragraf 4 

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti 

 

Pasal 33 

 

(1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan, dan jasa produksi. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami 

dan anak; dan 

b. tunjangan lainnya. 

(3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh 

bagian dari jasa produksi. 
 

(4) Besarnya gaji, tunjangan, dan jasa produksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah 

memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan 

PDAM. 
 

(5) Jumlah  seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan 

Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja 

lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari 

total biaya berdasarkan realisasi Anggaran PDAM Tahun Anggaran 

yang lalu. 

 

Pasal 34 

 

(1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa 

pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul 

Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM. 

(2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa 

jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah 

menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. 
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(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas 

dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir. 

 

Pasal 35 

 

(1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direktur dapat 

diberikan dana representasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima 

perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun.  

(2) Dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

setiap bulan. 

 

Pasal 36 

 

(1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi: 

a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;  

b. cuti besar selama 2 (dua) bulan setiap akhir masa jabatan; 

c. cuti sakit;  

d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah 

haji selama 45 (empat puluh lima) hari; 

e. cuti nikah selama 5 (lima) hari; 

f. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan; dan 

g. cuti diluar tanggungan PDAM. 

 

(2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar 

tanggungan PDAM. 

 

(3) Untuk mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Direktur mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pemilik. 

 

(4) Cuti diberikan secara tertulis oleh Pemilik. 
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Paragraf 5 

Pemberhentian 

 

Pasal 37 

 

(1) Direktur berhenti karena : 

a. masa jabatannya berakhir; 

b. meninggal dunia. 

 

(2) Direktur diberhentikan karena: 

a. permintaan sendiri; 

b. reorganisasi; 

c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; 

d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan 

kepentingan Daerah atau Negara; 

e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; 

f.   tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan 

g. melakukan tindak pidana. 

 

(3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

Pasal 38 

 

(1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 ayat (2) huruf  c, dan huruf d  diberhentikan 

sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka 

waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(2) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 ayat (2) huruf  g diberhentikan sementara oleh 

Bupati atas usul Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan 

kepada yang bersangkutan. 

 

Pasal 39 

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Dewan Pengawas 

melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan 

yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. 

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 

ayat (2), Dewan Pengawas melakukan sidang bersama pemilik 

untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau 

direhabilitasi setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

(3) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan 

Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi. 

(4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan 

dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas. 

(5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak 

pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. 

BAB IV 

PEGAWAI   
 

Bagian Kesatu  

Pengangkatan 
 

Pasal 40 

(1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:  
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a. bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Warga Negara Republik Indonesia; 

c. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum; 

d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang 

diperlukan; 

e. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh 

Direksi; 

f.    usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan 

g. lulus seleksi. 

 

(2) Tata cara seleksi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan direksi atas persetujuan 

dewan pengawas. 

 

(3)  Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan 

paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan 

ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling 

sedikit bernilai baik. 

 

(4) Selama masa percobaan sebagaimana dimasud pada ayat (2) 

dilakukan penilaian meliputi: 

a. loyalitas; 

b. kecakapan; 

c. kesehatan; 

d. kerjasama; 

e. kerajinan; 

f.    prestasi kerja; dan 

g. kejujuran. 

 

(5) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan 

tanpa mendapat uang pesangon. 
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Pasal 41  

 

(1) Apabila diperlukan Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau 

tenaga kontrak setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas 

dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan 

Keputusan Direktur  yang berpedoman pada Upah Minimum 

Kabupaten. 

 

(2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan. 

 

Pasal 42 

 

(1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun. 

(2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan 

pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan 

ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. 

 

Bagian Kedua 

Penghasilan dan Cuti  

 

Pasal 43 

(1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya 

yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung 

jawabnya. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. tunjangan pangan; 

b. tunjangan kesehatan; dan 

c. tunjangan lainnya. 

(3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi 

tanggungan. 
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(4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 

pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain 

yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 

 

(5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 

dengan kemampuan PDAM. 

 

Pasal 44 

 

(1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-

prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kemampuan PDAM. 

 

(2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 

 

Pasal 45 

 

(1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami 

paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok. 

(2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh 

satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau 

tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per 

seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak. 

(3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal 

anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dari sekolah/perguruan tinggi. 

(4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 

paling banyak untuk 2 (dua) orang anak. 
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Pasal 46 

 

(1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari 

usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan 

Keputusan Direktur. 

 

(2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji. 

 

Pasal 47 

 

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan 

bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM. 

 

Pasal 48 

 

(1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian 

Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala. 

 

(2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda 

paling lama 2 (dua) tahun. 

 

Pasal 49  

 

(1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi: 

a. cuti tahunan; 

b. cuti besar; 

c. cuti sakit; 

d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan lbadah 

haji; 

e. cuti nikah; 

f. cuti bersalin; dan 

g. cuti di luar tanggungan PDAM. 
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(2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan 

PDAM. 

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Bagian Ketiga 

Penghargaan dan Tanda Jasa 

 

Pasal 50 

(1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai 

masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 

tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM. 

(2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah 

menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM. 

(3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan 

Keputusan Direksi. 

 

Bagian Keempat 

Kewajiban dan Larangan 

 

Pasal 51 

Setiap pegawai wajib: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya; 

c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan 

d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan. 
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Pasal 52 

Pegawai dilarang: 

a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau 

Negara; 

b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi 

diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan 

c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara. 

 

Bagian Kelima 

Pelanggaran dan Pemberhentian 

 

Pasal 53 

(1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman. 

(2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 

c. penundaan kenaikan gaji berkala; 

d. penundaan kenaikan pangkat: 

e. penurunan pangkat; 

f. pembebasan jabatan;  

g. pemberhentian sementara; 

h. pemberhentian dengan hormat; dan 

i. pemberhentian dengan tidak hormat. 

(3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 

 

Pasal 54 

(1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah 

melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan 

atau tindak pidana. 
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(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. 
 

Pasal 55 

(1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 54, mulai bulan berikutnya diberikan 50% 

(lima puluh per seratus) dari gaji. 

(2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang 

bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama 

dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima. 

(3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direktur memberhentikan 

dengan tidak hormat.  
 

 

Pasal 56 

(1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena: 

a. meninggal dunia; 

b. permintaan sendiri; 

c. tidak dapat melaksanakan tugas; 

d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 

e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau 

f. reorganisasi. 

(2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon 

yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 

(3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.  
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Pasal 57 

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena: 

a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan; 

b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau 

c. merugikan keuangan PDAM. 

 

BAB IV 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 
 

Pasal 58 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM diatur dalam Peraturan 

Bupati atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan Dewan 

Pengawas.  

 

BAB V 

PERMODALAN 
 

Pasal 59 

(1) Modal dasar PDAM terdiri dari: 

a. Kekayaan daerah yang dipisahkan; 

b. Neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan 

pasiva Badan Pengelolaan Air Minum Kabupaten Sumedang 

pada saat Penyerahan; dan 

c. Sumber keuangan lainnya yang sah. 

(2) Modal Dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua 

puluh lima milyar rupiah). 

(3) Untuk  memenuhi  Modal  Dasar  sebagaimana  dimaksud pada ayat 

(2), Pemerintah Daerah menambah Modal Disetor sampai 

terpenuhinya Modal Dasar yang besarnya dianggarkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan 

kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 
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(4) Modal  Dasar  selain  dimaksud  pada  ayat (3), dapat dipenuhi dari 

sumber keuangan lainnya yang sah yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VII 

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN 

 

Bagian Kesatu 

Hak dan Kewajiban bagi PDAM 

 

Pasal 60 

PDAM memiliki hak: 

a. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan  

peraturan perundang-undangan; 

b. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan air 

minum; 

c. memberikan pelayanan air minum tanpa dihambat pihak lain yang 

bukan tugasnya; 

d. memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan izin 

yang telah didapat;  

e. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif/retribusi 

jasa pelayanan;  

f. melakukan kerja sama; 

g. menolak permintaan pelayanan air minum  yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan; 

h. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan 

pembayaran tagihan; 

i. memutus sambungan langganan kepada para pemakai/pelanggan 

yang tidak memenuhi kewajibannya;  

j. menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan 

kegiatan dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana 

pelayanan; dan 
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k. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak 

sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan air 

minum. 

Pasal 61 

 

PDAM memiliki kewajiban: 

a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan air minum; 

b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat 

pelayanan air minum; 

c. berperanserta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber 

daya air dalam rangka konservasi lingkungan; 

d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan air 

minum yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang 

memadai; 

e. memberikan pelayanan air minum yang berkualitas sesuai dengan 

asas penyelenggaraan pelayanan publik; 

f. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua 

pemakai/pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam 

keadaan memaksa (force majeure); 

g. melakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala; 

h. memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan; 

i. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang 

berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus 

dan berpotensi akan menyebabkan perubahan atas kualitas dan 

kuantitas pelayanan; 

j. menempatkan pelaksana yang kompeten; 

k. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan air minum; 

l. menjamin pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan; 

m. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang 

diselenggarakan; 

n. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung 

jawabnya; 
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o. menyediakan call centre yang aktif selama 24 jam dan 

kotak pengaduan; 

p. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara 

hukum apabila terjadi perselisihan; 

q. menindaklanjuti keluhan dan pengaduan masyarakat dan pelanggan 

terhadap pelayanan dan pemenuhan air minum; dan 

r. memberikan ganti rugi yang layak kepada pelanggan atas kerugian 

yang diderita. 

 

Bagian Kedua  

Kewajiban dan Larangan bagi Pelaksana 

 

Pasal 62 

Pelaksana memiliki kewajiban: 

a. melakukan kegiatan pelayanan air minum sesuai dengan penugasan 

yang diberikan oleh PDAM; 

b.  memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

c.  memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu 

tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari 

lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, 

dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

d.  memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau 

melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan 

e.  melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja 

kepada PDAM secara berkala. 

 

Pasal 63 

Pelaksana dilarang: 

a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha; 

b.  meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang 

jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
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c.  menambah Pelaksana tanpa persetujuan PDAM; 

d.  membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan 

PDAM; dan 

e.  melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik. 

 

Bagian Ketiga 

Hak, Kewajiban dan Larangan bagi Pelanggan 

 

Pasal 64 

Pelanggan memiliki hak: 

a. memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, 

kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;  

b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta 

tagihan;  

c. mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke 

pengadilan;  

d. mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian 

pelayanan; 

e. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; 

f. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; 

g. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; 

h. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan; 

i. memberitahukan kepada pimpinan perusahaan untuk memperbaiki 

pelayanan apabila pelayanan air minum yang diberikan tidak sesuai 

dengan standar pelayanan;  

j. tidak membayar rekening air bulanan apabila perusahaan daerah 

tidak dapat memberikan air minum selama 15 hari berturut-turut 

terhitung sejak pelanggan melaporkan terhentinya pelayanan air 

minum; 

k. memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan 

apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar 

pelayanan; 
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l. mengadukan Pelaksana yang melakukan penyimpangan standar 

pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada 

Penyelenggara dan ombudsman; 

m. mengadukan PDAM apabila melakukan penyimpangan standar 

pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Bupati 

dan ombudsman; dan 

n. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan 

pelayanan. 

 

Pasal 65 

Pelanggan memiliki kewajiban: 

a. membayar tagihan atas jasa pelayanan; 

b. menggunakan produk pelayanan secara bijak; 

c. turut menjaga dan memelihara sarana air minum; 

d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak 

penyelenggara; 

e. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila 

terjadi perselisihan. 

f. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan 

dalam standar pelayanan; 

g. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas 

pelayanan air minum; dan 

h. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan air minum. 

 

Pasal 66 

 

Pelanggan dilarang: 

a. memasang mesin penghisap air setelah meter air; 

b. memasang rangkaian pipa lain dan atau mendistribusikan air minum 

keluar dari persil pelanggan; 

c. merusak segel pabrik dan segel dinas meter air; 

d. memasang rangkaian pipa lain yang dihubungkan dengan pipa 

dinas; 
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e.  merusak letak dan atau ukuran rangkaian pipa dinas atau sarana 

lain tanpa izin dari PDAM; 

f.  melepas, merusak, menghilangkan atau membalik meter air; 

g.  merusak jaringan pipa dan atau menyadap air minum dari fasilitas 

yang dimiliki PDAM dengan cara apapun; 

h.  mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang tanpa izin 

PDAM; 

i.  memindahkan lokasi meter air atau hidran kebakaran tanpa izin 

PDAM; 

j.  menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih 

apapun tanpa izin tertulis dari PDAM; 

k.  mendistribusikan air minum dari kran umum dengan 

mempergunakan pipa dan atau saluran air dalam bentuk apapun ke 

rumah maupun ke pihak lain tanpa izin tertulis PDAM; dan 

l.  menghambat terhadap usaha pengembangan pelayanan air minum. 

 

BAB VIII 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM 

 

Bagian Kesatu 

Standar Pelayanan 

 

Pasal 67 

 

(1) PDAM berkewajiban menyusun dan menetapkan standar 

pelayanan dengan memperhatikan kemampuan PDAM, kebutuhan 

masyarakat pelanggan, dan kondisi lingkungan. 

(2) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), PDAM wajib mengikutsertakan 

masyarakat pelanggan dan pihak terkait. 

(3)   PDAM berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 
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(4) Pengikutsertaan masyarakat pelanggan dan pihak terkait 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip 

tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, 

memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta 

memperhatikan keberagaman. 

 

(5) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Bupati. 

 

Bagian Kedua 

Maklumat Pelayanan 

 

Pasal 68 

(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat 

pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan PDAM dalam 

melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67. 

 

(2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

dipublikasikan secara jelas dan luas. 

 

(3) Tata cara penyusunan maklumat pelayanan diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

 

Bagian Ketiga 

Sistem Informasi Pelayanan Air Minum 

 

Pasal 69 

 

(1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap 

penyelenggaraan pelayanan air minum perlu diselenggarakan 

Sistem Informasi. 
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(2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi 

semua informasi pelayanan air minum yang berasal dari PDAM  

pada setiap tingkatan. 

 

(3) PDAM berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas 

sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-

kurangnya meliputi: 

a. profil Penyelenggara; 

b. profil Pelaksana; 

c. standar pelayanan; 

d. maklumat pelayanan; 

e. pengelolaan pengaduan; dan 

f. penilaian kinerja. 

 

(4) PDAM berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat pelanggan secara 

terbuka dan mudah diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 70 

Dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau 

nonelektronik dalam penyelenggaraan pelayanan air minum dinyatakan 

sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Keempat 

Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Air Minum 

 

Pasal 71 

(1) PDAM dan Pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, 

dan/atau fasilitas pelayanan air minum secara efektif, efisien, 

transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung 

jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, 

prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan air minum. 
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(2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada PDAM mengenai 

kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas 

pelayanan publik serta Pelaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan 

standar pelayanan. 

 

(3) Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), PDAM melakukan analisis dan menyusun daftar kebutuhan 

sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan air minum dan 

Pelaksana. 

 

(4) Atas analisis dan daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), PDAM melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip 

efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan 

berkesinambungan. 

 

Pasal 72 

 

PDAM dilarang memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain 

menggunakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan air minum 

yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan air 

minum tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya. 

 

Pasal 73 

 

(1) PDAM apabila akan melakukan perbaikan sarana, prasarana, 

dan/atau fasilitas pelayanan air minum wajib mengumumkan dan 

mencantumkan batas waktu penyelesaian pekerjaan secara jelas dan 

terbuka. 

 

(2) Perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengakibatkan 

terhentinya kegiatan pelayanan air minum. 
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(3) Pengumuman oleh PDAM harus dilakukan selambat-lambatnya 30 

(tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai 

dengan memasang tanda yang memuat nama kegiatan, nama dan 

alamat penanggung jawab, waktu kegiatan, alamat pengaduan 

berupa nomor telepon, nomor tujuan pesan layanan singkat (short 

message service (sms), laman (website), pos-el (email), kotak 

pengaduan dan call centre. 

(4) PDAM dan Pelaksana yang tidak melakukan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah melakukan 

kelalaian. 

BAB IX 

TARIF 

 

Bagian Kesatu  

Dasar Kebijakan Penetapan Tarif 

 

Pasal 74 

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip: 

a. keterjangkauan dan keadilan; 

b. mutu pelayanan; 

c. pemulihan biaya; 

d. efisiensi pemakaian air; 

e. transparansi dan akuntabilitas; dan 

f. perlindungan air baku. 

Pasal 75  

(1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau 

oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama 

dengan Upah Minimum Provinsi. 
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(2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi 

standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat 

perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan. 

(3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif 

diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan. 

Pasal 76  

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan 

tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan. 

 

Pasal 77 

 

(1) Pemulihan biaya menjadi dasar pendapatan PDAM. 

(2) Pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) dicapai dari hasil 

perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar. 

(3) Untuk pengembangan pelayanan air minum Tarif Rata-rata 

direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat 

keuntungan yang wajar. 

(4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba 

terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh perseratus). 

Pasal 78 

(1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif 

progresif. 

(2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan 

melalui Penetapan blok konsumsi.  

(3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya 

melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum. 
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Pasal 79 

 

(1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara 

transparan dan akuntabel. 

 

(2) Proses  perhitungan  dan  penetapan  tarif yang transparan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara: 

a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan 

perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku 

kepentingan; dan 

b. menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan 

dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku 

kepentingan. 

(3)  Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan 

yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

para pemangku kepentingan. 

 

Pasal 80 

(1)  Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan 

pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang. 

(2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 

bertujuan untuk perlindungan air baku. 

 

Bagian Kedua 

Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan 

 

Pasal 81 

 

(1) Konsumsi pelanggan PDAM dibagi kedalam blok konsumsi dan 

kelompok pelanggan. 
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(2) Pembagian Blok konsumsi dan kelompok pelanggan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati. 

 

Bagian Ketiga 

Perhitungan dan Proyeksi Biaya Usaha dan Biaya Dasar 

 

Pasal 82 

 

(1) Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik 

air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air 

terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode 

satu tahun. 

(2) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 

menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi 

biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan 

distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi, dan biaya 

keuangan dalam periode satu tahun. 

(3) Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang 

dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada 

konsumen dalam periode satu tahun. 

Pasal 83 

 

(1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m3 atau Rp/satuan volume lainnya 

dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi 

volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air 

standar pada tahun proyeksi. 

(2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis 

dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat 

inflasi, kemungkinan efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan 

rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya. 
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(3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, 

dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan 

pengembangan usaha baru.  

 

Pasal 84 

 

(1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam 

penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat 

dipertanggungjawabkan (accountable dan auditable) serta 

mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya. 

(2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya harus 

dipersiapkan data sebagai berikut: 

a. komponen-komponen biaya sumber air; 

b. komponen-komponen biaya pengolahan air; 

c. komponen-komponen biaya transmisi dan distribusi; 

d. komponen-komponen biaya kemitraan; 

e. komponen-komponen biaya umum dan administrasi; 

f. komponen-komponen biaya keuangan; 

g. komponen-komponen aktiva produktif; 

h. tingkat inflasi; 

i. volume air terproduksi; 

j. volume kehilangan air standar; 

k. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah; 

l. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar; 

m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan 

khusus; 

n. blok konsumsi; 

o. kelompok pelanggan; 

p. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi; 

q. jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan; 

r. tingkat konsumsi; 

s. tarif yang berlaku; 

t. komponen-komponen pendapatan penjualan air; 

u. komponen-komponen pendapatan non air; 
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v. komponen-komponen pendapatan kemitraan; 

w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif; 

x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan 

y. upah minimum provinsi. 

 

Bagian Keempat 

Mekanisme Penetapan Tarif 

 

Pasal 85 

 

(1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan. 

(2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter. 

(3) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan 

pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi 

rekening. 

(4) PDAM wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan 

baik, dengan melakukan peneraan dan pemeliharaan yang memadai. 

(5) PDAM dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan 

pasif.  

Pasal 86 

 

(1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu : 

a. tarif rendah; 

b. tarif dasar; 

c. tarif penuh; dan 

d. tarif kesepakatan. 

(2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya 

Iebih rendah dibanding biaya dasar. 
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(3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya 

sama atau ekuivalen dengan biaya dasar. 

(4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya 

Iebih tinggi dibanding biaya dasar. 

(5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan. 

Pasal 87 

PDAM menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, 

kelompok pelanggan, dan jenis tarif. 

Pasal 88 

(1)  Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai   

berikut : 

a. menghitung biaya dasar; 

b. menghitung tarif dasar; 

c. menghitung tarif rendah dan subsidi silang; 

d. menghitung tarif penuh; dan 

e. menghitung tarif kesepakatan. 

(2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum. 

(3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan 

dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan 

menggunakan formula perhitungan subsidi. 

Pasal 89 

 (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas 

kepentingan: 

a. masyarakat pelanggan; 

b. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara; dan 

c. pemerintah daerah selaku pemilik PDAM. 
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(2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan 

konsumen. 

(3) Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan 

usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya 

penuh (full cost recovery), mewujudkan visi, mengemban misi dan 

mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di 

dalam rencana jangka panjang (corporate plan) PDAM yang 

bersangkutan. 

(4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah, 

pemilik modal atau pemegang saham PDAM dalam memperoleh 

hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang 

berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan 

umum yang bersangkutan. 

Pasal 90 

 (1) Konsep usulan tarif diajukan oleh direksi PDAM dengan 

mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target 

pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung 

sebagai berikut: 

a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif; 

b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar; 

c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku; 

d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas 

pelayanan; 

e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok 

pelanggan yang kurang mampu; dan 

f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-

kelompok pelanggan. 
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(2) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan 

dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media 

komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan 

kepada Bupati. 

(3) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan 

balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan 

pengawas. 

(4) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Dewan 

Pengawas, Bupati membuat ketetapan menyetujui atau menolak 

secara tertulis kepada direksi PDAM paling lambat 2 (dua) bulan 

sejak usulan diterima. 

(5) Setelah usulan diterima, Bupati menetapkan tarif  berdasarkan 

usulan direksi yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.  

(6) Bupati dalam menetapkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) harus mendapat Persetujuan DPRD. 

(7) Berdasarkan penetapan tarif oleh Bupati sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6), direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi 

setiap pelanggan. 

(8) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada 

masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga 

puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif. 

 

Pasal 91 

 (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi 

dengan memperhitungkan: 

a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang 

diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang; 

b. beban bunga pinjaman; dan/atau 

c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama. 
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(2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan 

oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk 

ditetapkan. 

 

Pasal 92 

 

(1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar 

biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja 

PDAM (corporate plan). 

(2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM setiap 2 (dua) tahun sekali 

direksi dapat melakukan peninjauan tarif. 

(3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan 

oleh direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk 

ditetapkan. 

Pasal 93 

 

(1) Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan 

direksi dan telah disetujui Dewan Pengawas berdasarkan 

perhitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif 

rata-rata berada di bawah biaya dasar, pemerintah daerah 

mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui 

APBD sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM 

pada umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Direksi wajib menyusun rencana jangka panjang PDAM 

(corporate plan) serta rencana kerja dan anggaran PDAM dengan 

melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders). 
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BAB XI 

TAHUN BUKU, PELAPORAN, DAN ANGGARAN 

 

Pasal 94 

 

(1) Tahun buku PDAM Daerah ditetapkan menggunakan tahun takwim 

atau sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

 

(2) Penutupan tahun buku PDAM dilakukan pada akhir tahun buku, 

dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, yang 

sekurang-kurangnya mencantumkan: 

a.   Neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban, dan 

modal PDAM pada penutupan tahun buku; 

b.   Daftar perhitungan laba/rugi yang menggambarkan pendapatan 

dan biaya PDAM selama periode tahun buku; 

c.   Daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan 

pengeluaran kas PDAM, selama periode tahun buku; 

d.   Daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan dan 

penurunan modal PDAM pada penutupan tahun buku. 

 

(3) Laporan Keuangan PDAM yang telah diaudit oleh auditor 

independen diajukan kepada Pemilik untuk mendapat pengesahan. 

 

(4) PDAM membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

(RKAP) tahunan yang merupakan bagian dari rencana jangka 

panjang. 

 

(5) Prosedur Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

(RKAP) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah 

sebagai berikut: 

a.   sebelum tahun buku PDAM dimulai, Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan (RKAP) disampaikan oleh Direktur 

kepada Pemilik melalui Dewan Pengawas untuk mendapat 

pengesahan; 
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b.   Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 

dalam tahun anggaran berjalan hanya dapat dilakukan dengan 

persetujuan Dewan Pengawas dan mendapat pengesahan 

Pemilik. 

 

BAB XII 

PENDAPATAN 

 

Pasal 95 

(1)  Pendapatan PDAM terdiri dari : 

a. pendapatan penjualan air; 

b. pendapatan non air; dan 

c. pendapatan kemitraan. 

(2) Pendapatan penjualan air sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, meliputi : 

a. harga air; 

b. jasa administrasi termasuk abundemen; dan 

c. pendapatan penjualan air lainnya. 

(3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi : 

a. pendapatan sambungan baru; 

b. pendapatan sewa instalasi; 

c. pendapatan pemeriksaan air lab; 

d. pendapatan penyambungan kembali; 

e. pendapatan denda; 

f. pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan; 

g. pendapatan penggantian meter rusak; 

h. pendapatan penggantian pipa persil; dan 

i. pendapatan non air lainnya. 
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(4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

meliputi : 

a. pendapatan royalti; 

b. pembagian pendapatan dari kemitraan; 

c. pembagian produksi dari kemitraan; dan 

d. bagi hasil kerjasama. 

 

BAB XIII 

LABA 

 

Pasal 96 

 

(1) Penggunaan   laba   bersih   yang   tercantum  dalam  laporan 

keuangan yang telah disahkan ditetapkan sebagai berikut: 

a. disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah sebesar 50%; 

b. digunakan atau dikelola oleh PDAM sebesar 30%; 

c. digunakan untuk cadangan umum dan investasi sebesar 10%; 

d. digunakan untuk pelestarian lingkungan sumber mata air sebesar 

10%. 

 

(2) Pembagian  laba  bersih  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan apabila PDAM memperoleh keuntungan. 

 

(3) Mekanisme  penggunaan  laba oleh PDAM sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b , ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan 

Bupati. 

 

BAB XIV 

KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN 

 

Pasal 97 

 

(1) Untuk   kepentingan  pengembangan  usahanya,  PDAM dapat 

melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah lain, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi. 
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(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 

dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung 

dengan percepatan peningkatan pelayanan air minum dan air 

minum. 

 

(3) Kerjasama dengan pihak lain tidak boleh mengakibatkan PDAM 

mengalami kerugian dan atau menghilangkan fungsi PDAM 

sebagai satu-satunya badan usaha di daerah yang mempunyai 

tugas pokok dalam bidang pelayanan air minum kepada 

masyarakat. 

 

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB XV 

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA 

 

Pasal 98 

 

Pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa PDAM dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB XVI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  

PELAYANAN AIR MINUM 

 

Pasal 99 

 

(1) Bupati  melakukan  pembinaan  terhadap  pelaksanaan 

penyelenggaraan pelayanan air minum. 
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(2)  Dalam melaksanakaan pembinaan  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas, instansi atau 

lembaga yang membidangi, yang diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Bupati. 

 

Pasal 100 

 

(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan air minum dilakukan oleh 

pengawas internal dan pengawas eksternal. 

(2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan air minum 

dilakukan melalui: 

a.  pengawasan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan;  

b. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan 

c. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan air minum 

dilakukan melalui: 

a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan air minum; 

b. pengawasan oleh DPRD. 

 

BAB XVII 

PEMERIKSAAN 

 

Pasal 101 

 

(1) Untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap PDAM, Bupati dapat 

menunjuk Instansi yang berwenang. 
 

(2) Pemeriksaan terhadap pengurus PDAM serta 

pertanggungjawabannya dapat dilakukan oleh Akuntan Publik. 
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BAB XIX 

PENILAIAN KINERJA 

 

Pasal  102 

 

(1) PDAM berkewajiban melakukan penilaian kinerja 

penyelenggaraan pelayanan air minum secara berkala. 

 

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar 

pelayanan. 

 

BAB XX 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

 

Pasal 103 

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan air 

minum dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai 

dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. 

(2)  Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan 

kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan 

kebijakan pelayanan air minum. 

(3)  Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan air 

minum. 

(4)  Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan air minum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 
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BAB XVIII 

PENGELOLAAN PENGADUAN 

 

Pasal 104 

(1) PDAM berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan 

menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan 

pengaduan. 

(2) PDAM berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari 

penerima pelayanan dan rekomendasi DPRD dalam batas waktu 

tertentu. 

(3) PDAM berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan 

pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) PDAM berkewajiban mengumumkan nama dan alamat 

penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan 

yang disediakan. 

BAB XXI 

PENYELESAIAN PENGADUAN 

 

Pasal 105 

(1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan air 

minum kepada PDAM, Dewan Pengawas, ombudsman, dan/atau 

DPRD. 

(2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-

undangan. 

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

terhadap: 

a.  PDAM yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar 

larangan; dan 
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b.  Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan 

standar pelayanan. 

 

 

BAB XXII 

PEMBUBARAN PDAM 

 

Pasal 106 

 

(1) PDAM merupakan aset Pemerintah Daerah yang dipisahkan, dan 

hanya dapat dibubarkan dengan Peraturan Daerah apabila: 

a. Perusahaan dinyatakan dalam keadaan pailit dengan 

keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

b. Terjadi perubahan status badan hukum perusahaan. 

 

(2) Tata cara pembubaran PDAM mengacu  pada peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB XXIII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 107 

(1) Pemilik berwenang menjatuhkan sanksi kepada PDAM yang tidak 

memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61. 

(2) Atasan Pelaksana menjatuhkan sanksi kepada Pelaksana yang 

melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, 

Pasal 52, Pasal 62 dan Pasal 63. 

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) dilakukan berdasarkan aduan masyarakat dan/atau berdasarkan 

kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 108 

(1) Bagi pelanggan yang melanggar ketentuan Pasal 65 akan dikenakan 

sanksi administratif berupa teguran, pemutusan sambungan, atau 

penutupan.        

(2) Tata cara penetapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

BAB XXIV 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 109 

 

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 dikenakan 

sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda 

paling banyak  Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran. 

(3) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan dari PDAM. 

Pasal 110 

Bagi PDAM dan pelaksana yang tidak melakukan kewajiban atau 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62,  

Pasal 63 dan Pasal 104 akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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BAB XXV 

PENYIDIKAN 

 

Pasal 111 

 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sumedang diberi wewenang khusus sebagai penyidik 

untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran 

peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan 

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 

orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan 

yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 

badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen 

lain berkenaan dengan tindak pidana; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti 

pembukuan catatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan 

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana; 

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 

memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa 

sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkenaan dengan tindak pidana; 

i. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan 
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k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 
 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  memberitahukan 

dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 

penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

BAB XXVI 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 112 
 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh modal, 

harta kekayaan, hak, kewajiban, dan pegawai serta ikatan hukum 

yang dimiliki dan atau telah dibuat tetap menjadi tanggung jawab 

PDAM. 
 

(2) Seluruh perjanjian langganan air minum yang dibuat antara PDAM 

dengan pelanggan dan atau pihak ketiga lainnya masih tetap 

berlaku, sepanjang belum dilakukan perubahan oleh PDAM. 
 

(3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan 

Bupati yang mengatur mengenai kepengurusan, kepegawaian, dan 

pelayanan PDAM masih tetap berlaku sampai ditetapkannya 

ketentuan yang baru mengenai hal yang sama kecuali yang 

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 
 

BAB XXVII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 113 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah 

Air Minum Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2006 Nomor 7 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 
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Pasal 114 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang. 

 

Ditetapkan di Sumedang 

pada tanggal  7 April 2011 

 

      BUPATI SUMEDANG, 

 

Cap/ttd 

    

           DON MURDONO 

 

Diundangkan di Sumedang 

pada tanggal  7 April 2011 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 

 

Cap/ttd 

 

ATJE ARIFIN ABDULLAH 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG   

TAHUN  2011   NOMOR   6  

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 
 

Nomor : 6 Tahun 2011  

Tanggal : 7 April 2011  

Tentang : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 

TIRTA MEDAL KABUPATEN 

SUMEDANG 

 

 
LOGO PDAM TIRTA MEDAL 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

TEMA LOGO : MANAJEMEN, PENGELOLAAN DAN 

KEBERSAMAAN 

Satu untuk semua dan semua untuk satu  
 

MAKNA LOGO DAN WARNA 

 : Lingkaran biru merupakan simbol tujuan 

dari dan cerminan PDAM untuk 

memberikan pelayanan ke semua lapisan 

dan pelosok masyarakat dengan kwalitas, 

kuantitas dan kontuinitas yang diharapkan 

terus meningkat.  
 

 : 

 

 

Lingkaran biru luar menyerupai cincin 

merupakan simbol kepercayaan masyarakat 

pada perusahaan. 
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 : 

 

 
 

Satu kucuran/aliran air warna 

hijau daun menggambarkan azas 

dari manajemen kebersamaan dan 

merupakan material yang 

dikelola. 
 

 : 

 
 

Tiga kucuran/aliran air warna 

hijau daun menggambarkan 

pengembangan jaringan pipa 

untuk semua warga Sumedang. 
 

 : Tulisan TIRTA MEDAL warna 

biru sebagai motto nilai luhur 

profesionalisme yang bersumber 

pada akar budaya leluhur 

Sumedang; 

TIRTA berarti air, sesuatu yang 

khusus dan khas serta merupakan 

salah satu makhluk Tuhan; 

MEDAL berarti muncul, sebuah 

tindakan positif lebih ke aksi yaitu 

untuk selalu eksis berdampingan 

dengan INSUN MEDAL. 

ARTI KESELURUHAN : Dengan kebersamaan kita raih 

kesuksesan dan Menjadikan 

PDAM sebagai penyedia air 

minum terbaik melalui 

pengelolaan dan pelayanan yang 

professional. 

           

BUPATI SUMEDANG, 

 

Cap/ttd 

 

DON MURDONO 


